SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang ;

Mengingat

H.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 33 Tahun 2020 telah ditetapkan Standar Harga Satuan
Regional;

bahwa dalam rangka tertib administrasi perjalanan dinas di
lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, perlu
pedoman perjalanan dinas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri
dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
Undang-Undang Nomeor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomaor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 656, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) scbagimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang  Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor
6. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Nomor 32);
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Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara (Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomaor 3l
Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017 tentang Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah
Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara (Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 6 1);
Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Susunan
Urganisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah
Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad lldrem Provinsi Sumatera
Utara;

MEMUTUSKAN:

+ PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PERJALANAN

DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN
FEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

By
2,

Dacrah adalah Provinst Sumatera Utara.

Pemerintah Dacrah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan  Daerah vang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan vang menjadi kewenangan
Dacrah Ouonom.

Pemerintahan Daerah adalah  penvelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnva dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera
Utara.
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Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan
DPRD pegawai dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
vang menjadi kewenangan daerah,

Pejabat adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara, termasuk Pimpinan dan Anggota DPRD.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah
Pegawai yang diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu
oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu
Jjabatan serta digaji menurut peraturan perundang-undangan,
Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah Jabatan Pimpinan Tinggi
Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan
Jabatan Pelaksana.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan vang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu,

Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki
Jabatan Fungsional pada instansi pemerintahan,

Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnyva disebut CPNS
adalah CPNS yang diangkat oleh pejabat yang berwenang
dalam masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan
paling lama 2 (dua) tahun serta digaji menurut peraturan
perundang-undangan.

Non PNS adalah setiap warga Negara Indonesia yang bekerja
berdasarkan kontrak kerja.

Diluar PNS adalah setiap warga Negara Indonesia vang berasal
dari profesi tertentu dan tenaganya dibutuhkan untuk
menunjang suatu kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya.
Surat Perintah Tugas vang selanjutnyva disebut SPT adalah
surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
kepada Pejabat Daerah/PNS, CPNS, Non PNS/Diluar PNS.
Pejabat yang berwenang adalah Kepala Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,

Surat Perintah Perjalanan Dinas vang selanjutnva disebut
SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat/PNS, CPNS, Non
PNS untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sesuai Surat
Perintah Tugas.
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Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati
batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke
tempat yang dituju melaksanakan tugas dan kembali ke tempat
kedudukan semula di dalam negeri.

Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat
kedudukan yang lama ke tempat kedudukan vang hbaru
berdasarkan surat keputusan pindah dan bukan atas
permintaan sendiri.

Perjalanan Dinas Dalam Negeri vang selanjutnya disebut
perjalanan dinas keluar tempat kedudukan vang dilakukan
dalam waktu Indonesia untuk kepentingan Negara.

Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan
perjalanan/kunjungan kerja ke negara-negara vang memiliki
hubungan diplomatik dilakukan oleh pejabat daerah/pegawai
negeri, di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas
perintah pejabat berwenang yang dananya berasal dari APBD,
Lumpsum adalah suatu jumlah uang vang telah dihitung
terlebih  dahulu (pre-calculated amount] dan dibayarkan
sekaligus.

Biaya Rill atau at cost adalah biaya vang dikeluarkan sesuai
dengan bukti pengeluaran sah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen
yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan vang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna
anggaran.

Pejabat lainnya yang setara adalah pejabat vang telah
mendapatkan pengaltuan  kesetarnan  dari Pimpinan dan
Anggota Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara.

Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.

Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi (ujuan
perjalanan dinas.

Tempat tujuan pindah adalah tempat/kota tujuan pindah.
Pengumandahan (detasering) adalah penugasan sementara,
Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif
di Indonesia di bawah Provinsi.



Pasal 2

(1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :
a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
b. Perjalanan Dinas Luar Negeri

{2} Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
bagi Pecjabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat
Fungsional dan Pejabat Pimpinan Tinggi, Calon Pegawai Negeri
Sipil, Non PNS/ Diluar PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara.

(3] Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
bagi Pejabat dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip :

a.  selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan
prioritas  yang berkaitan tugas-tugas penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

b.  ketersedisan dalam anggaran setiap perangkat daerah dan
kesesuaian dengan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja;
dan

¢ melakukan efisiensi penggunaan anggaran perjalanan dinas
dan menjamin akuntabilitas dalam bentuk pemberian perintah
pelaksanaan perjalanan dinas beserta pembiayaan.

BAE 11
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Pasal 4
Perjalanan dinas dalam negeri meliputi
a. perjalanan dinas jabatan; dan
b, perjalanan dinas pindah.

Pasal 5
(1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a, digolongkan menjadi :
a. perjalanan dinas jabatan keluar wilavah Provinsi Sumatera
Utara (luar kota);
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b. perjalanan dinas jabatan dalam wilayah Provinsi Sumatera
Urara;

¢. perjalanan dinas jabatan untuk pendidikan dan pelatihan
(Diklat).

Perjalanan dinas keluar wilayah Provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perjalanan dinas

vang melewati batas wilayah Ibukota Provinsi Sumatera Utara.

Perjalanan dinas jabatan dalam wilayah Provinsi scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. perjalanan dinas jabatan vang dilaksanakan lebih dari 8
(delapan) jam yang dimulai dari kota asal atau Kota Medan
ke kota tujuan, sampai dengan selesai pelaksanaan tugas di
kota tujuan dan kembali ke kota asal atau Kota Medan
dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara vang keseluruhan
pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud melampaui 8
(delapan) jam, berdasarkan Surat Perintah Tugas [SPT) dan
Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diterbitkan
oleh PA/KPA,

b. perjalanan dinas jabatan vang dilaksanakan sampai dengan
8 (delapan) jam di dalam kota asal atau Kota Medan vang
dimulai dari tempat kedudukan ke tempat tujuan bekerja
dan sebaliknya yang keseluruhan pelaksanaan tugas
kedinasan dimaksud tidak melampaui 8 (delapan) jam
berdasarkan SPT yang diterbitkan oleh PA/KPA tanpa
menerbitkan SPPD.

Perjalanan dinas jabatan untuk pendidikan dan pelatihan

(Diklat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

merupakan Perjalanan Dinas mengikuti Pendidikan  dan

Pelatihan Jabatan dalam meningkatkan kemampuan Sumber

Daya Manusia.

Pasal 6
Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 huruf a dilaksanakan dalam rangka :
a. pelaksanaan tugas dan fungsi vang melekat pada jabatan.
b. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenisn va lainnya.
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c. pengumandahan (detasering) di luar Provinsi Sumatera
Utara dan dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam yang
melewati batas kota, jumlah hari vang dibayarkan
maksimal 90 (sembilan puluh) hari.

d. mengikut ujian dinas/ujian jabatan.

e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau
menghadap scorang dokter penguji  kesehatan vyang
ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter
tentang kesehatan guna kepentingan jabatan.

f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan
dokter karena mendapatkan cedera pada waktu/karena
melakukan tugas.

g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis
Penguji Kesehatan Pegawai Negeri

h. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/82/83, Jumlah
hari yang dibayarkan paling lama 2 (dua) hari;

1. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

). menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah

Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam
melakukan Perjalanan Dinas, jumlah hari yang dibayarkan
paling lama 3 (tiga) hari.

k. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah
Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari
tempat  kedudukan yang terakhir ke kota tempat
pemakaman, jumlah hari yang dibayarkan paling lama 3
(tiga) hari.

Pasal 7
Perjalanan dinas dilakukan untuk melaksanakan tugas bagi
kepentingan negara/daerah dengan tetap menerapkan prinsip
efisien dan efektif.
Perjalanan dinas dalam negeri meliputi perjalanan dinas baik di
dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara dalam wilayah
Negara Republik Indonesia.
Perjalanan dinas dapat dilakukan oleh Pejabat JPNS, CPNS,
Non PNS/Diluar PNS setelah mendapat persetujuan dari
pejabat yang berwenang,
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Setelah  melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diwajibkan :

a. membuat laporan hasil perjalanan dinas secara tertulis
kepada  pejabat vang berwenang memerintahkan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | sebagai bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

b. menyampaikan pertanggungjawaban perjalanan dinas
kepada bendahara pengeluaran paling lambat 5 (lima) hari
dengan melampirkan :

1. SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) yang telah
ditandatangani cleh pejabat setempat.

2. Laporan hasil perjalanan dinas.

4. Tiket pesawat udara dan boarding pass.

4. Bukti pembayaran menginap di hotel.

ILJI

Kwitansi transportasi ke dalam dan luar daerah.

6. Transportasi dalam kota khusus Gubernur, Wakil
Gubernur dan Pimpinan Dewan.

c. tiket pesawat sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka
3 pembeliannya dapat dilakukan melalui travel maupun
media online;

d. bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b
pada angka 4 pembeliannya dapat melalui biro perjalanan
maupun media online; dan.

€. pejabat setempat sebagaimana dimaksud dalam huruf b
pada angka 1 adalah Pejabat pada instansi tujuan atau
panitia penyelenggara atau tempat kegiatan,

Dalam hal kesulitan memperoleh sarana transportasi sehingga

diperlukan biaya tambahan, maka dapat diberikan tambahan

biaya sesual kebutuhan riilnya dengan membuat  surat
pernyataan yang diketahui oleh PA/KPA.

Pasal 8
Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya standar tiket pesawat kelas hisnis.
Anggota DPRD, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, PNS, CPNS,
Non PNS/Diluar PNS standar tiket pesawat kelas ekonomi.
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Pasal 9
Perjalanan dinas bagi istri/suami Gubernur/Wakil Gubernur
yvang sifatnva mendampingi Gubernur/Wakil Gubernur
melaksanakan kunjungan keluar/dalam daerah berdasarkan
undangan resmi/tugas kedinasan diberikan biaya transport,
uang harian dan moda transportasi udara vang disamakan
dengan Gubernur/Wakil Gubernur.
Perjalanan dinas bagi Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai vang
memenuhi  persyaratan dan diangkat oleh Pejabat vang
berwenang dengan status Pegawai Tidak Tetap dengan
penjanjian kerja untuk menjalankan pelayanan publik, tugas
pemerintah dan tugas pembangunan tertentu dalam masa
kerja tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Perjalanan Dinas bagi Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK,
Besaran Uang Penginapan dan transport disamakan dengan
Pejabat Eselon Il Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara, Sckretaris/Bendahara/Ketua Pokja
disamakan dengan Pejabat Eselon Il Perjalanan Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Anggota
Tim Penggerak PKK disamakan dengan Pejabat Eselon 1V,

BAB I
PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 10
Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas untuk
kepentingan negara/daerah dari tempat kedudukan ke tempat
tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula.
Komponen perjalanan dinas jabatan meliputi:

a. hiaya uang harian:
b. biaya transportasi;
¢. biaya penginapan;
d. uang representatif;

m

sewa kendaraan dalam kota; dan

=

biaya menjemput/mengantar jenazah.
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Bagian Kesatu
Biaya Uang Harian
Pasal 11

Biaya vang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan

pengganti biaya  keperluan  schari-hari bagi Pelaksana

Perjalanan Dinas ke Luar Ibukota Provinsi dan dalam kota

lebih dari 8 [delapan) jam dan diklat. Penggantian  biaya

keperluan schari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan
transportasi lokal dan keperluan uang makan.

Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8

([delapan) jam di dalam kota asal atau Kota Medan vang dimulai

dari tempat kedudukan ke tempat tujuan bekerja  dan

sebaliknya yang keseluruhan pelaksanaan tugas kedinasan
dimaksud tidak melampaui 8 (delapan) jam hanya dapat
diberikan biaya transportasi lokal dibayar secara riil

Uang Harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka

menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan

pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8

|delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Besarnya Uang Harian sebagaimana dimaksud pada avat (1),

dibayarkan secara Lumpsum, dan merupakan batas tertinggi

untuk semua tingkatan /golongan,

Untuk kegiatan/pertemuan :

a. non diklat vang biaya akomodasi dan konsumsi ditanggung
panitia/penyelenggara, wuang harian dibayar secara
Lumpsum.

b. diklat yvang biava akomodasi dan konsumsi ditanggung
Panitia/Penyelenggara dibavarkan uang harian.

Bagian Kedua
Biaya Transportasi
Pasal 12
Biaya transportasi pesawat udara dan biaya transportasi
lainnya dibayarkan secara at cost atau biaya riil,
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{2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(2) huruf b terdiri atas:

.,

b.

perjalanan dinas jabatan dan tempat kedudukan sampai
tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan;

apabila melakukan perjalanan dinas di dalam Wilayah
Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten/Kota (Perjalanan
Dinas Lebih dari 8 Jam) vang telah mempunyai Bandar
Udara maka dapat menggunakan moda transportasi udara
(Pesawat Terbang),

biaya transportasi darat dari Ibukota Provinsi ]
Kabupaten/Kota  tempat kedudukan ke  wilayah
Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Utara (one way)
perjalanan dinas vang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan)
jam yang melewati batas kota asal/tempat kedudukan
diutamakan pertanggungjawabannya dengan biaya riil (at
cosf)] dan apabila pengeluaran transportasi biava riil (at
cosf) tidak diperoleh, maka dapat dipertanggungjawabkan
dengan Surat Pernyataan Pengeluaran Riil Transportasi
atas  persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran dan
besarannya disesuaikan dengan kewajaran dan nyata ke
kKabupaten/Kota tempat tujuan serta tidak melebihi dari
biaya yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur
Sumatera Utara.

biaya transportasi  Perjalanan Dinas Keluar Wilayah
Provinsi Sumatera Utara (Luar Kota) diberikan secara riil
berdasarkan fasilitas transportasi vang digunakan (Pesawat
Terbang), pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam
negen dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya
tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang
didukung dengan bukti pengeluaran riil [pembiayvaan secara
at cost).

untuk biaya bagasi, maskapai vang memisahkan tiket dan
bagasi, dibayarkan secara riil:
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f. satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri
(perjalanan dinas ke luar wilayah Provinsi/luar Ibukota
Provinsi) merupakan satuan biaya vang digunakan untuk
perencanaan kebutuhan perjalanan taksi dari tempat
kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal / stasiun
keberangkatan dan dari  bandara/pelabuhan/terminal/
stasiun kedatangan menuju tempat tujuan dan sebaliknya.

g Surat  Pernyataan  Pengeluaran  Riil  Transportasi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il sebagai bagian
vang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Biaya transportasi kegiatan dalam Wilayah Provinsi ke

Kabupaten/Kota (Perjalanan Dinas Lebih dari 8 Jam) tidak

dapat  diberikan apabila perjalanannya menggunakan

kendaraan dinas.

Apabila melakukan perjalanan dinas dalam Provinsi Sumatera

Utara ke Kabupaten/Kota (Perjalanan dinas Lebih dari 8 Jam)

yang mempunyai tjuan ke Kabupaten/Kota setelah

mempergunakan Moda Transportasi Udara (pesawat terbang)
dapat mempergunakan satuan fasilitasi transportasi lanjutan
setclah menggunakan pesawat terbang ke kota tujuan tempat
berdinas dan sebaliknya dan pembiayaan dibayarkan secara

Lumpsum,

Apabila melakukan perjalanan dinas keluar Wilayah Provinsi

(Luar Ibukota Provinsi) yang mempunyai tujuan ke

Kabupaten /Kota Wilavah Provinsi setelah menggunakan moda

transportasi udara (pesawat terbang) dapat mempergunakan

satuan fasilitasi transportasi lanjutan setelah menggunakan
pesawat terbang ke kota tujuan tempat berdinas dan
sebaliknya dan pembiayaan dibavarkan secara Lumpsum.

Penugasan yang dilaksanakan lebih dari | (satu) tujuan

pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dan merupakan satu

kesatuan penugasan hanya diberikan sebesar 1 (satu) kali
biaya transportasi dalam kota.



(1)

(2)

3]

(4]

(5}
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Bagan Ketiga
Biaya Penginapan
Pasal 13
Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat
(2) huruf ¢ merupakan biava yang diperlukan untuk menginap -
a. dihotel; dan
b. di tempat menginap lainnya.
Biaya penginapan dibayarkan secara aif cost atau biaya riil dan
tidak boleh melebihi dari tarif hotel yang telah ditetapkan
dalam Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri
dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara.
Bagi yang melebihi tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat melakukan pembayaran dengan cara penggabungan
biaya hotel untuk tugas/kegiatan yang sama, lebih dari 1 {satu)
Orang.
Perjalanan dinas yvang dilakukan oleh tim/kepanitiaan / peserta
kegiatan dapat menginap di hotel/ penginapan di tempat acara,
sesual dengan tarif terendah vang tersedia di hotel tersebut.
Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan
[asilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada vang
bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga
puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan yang telah
ditetapkan dan dibayarkan secara lumpsum dengan membuat
surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
vang scbagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.
Bagian Keempat
Uang Representatifl
Pasal 14

Uang Representatifl diberikan Kepada Gubernur, Wakil Gubernur,
Pimpinan/Anggota DPRD, Pejabat Eselon [, Eselon II, Ketua, Wakil
Ketua Tim Penggerak PKK dan Pejabat lainnya vang setara,

dibayarkan per-hari sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan

sclama dalam kedudukan scbagai Pejabat Negara, Pejabat Daerah,
Pejabat Eselon 1, dan Pejabat Eseclon Il dalam rangka Perjalanan
Dinas Jabatan, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, serta

dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
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Bagian Kelima
Sewa Kendaraan
Pasal 15

Sewa  kendaraan  dalam  kota  dapat  diberikan  kepada
Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD Provinsi dan Sekretaris
Daerah Provinsi untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat
tujuan, dibayarkan sesuai dengan biava riil, termasuk biaya untuk
pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

Bagian Keenam
Biaya Menjemput/Mengantar Jenazah
Pasal 16
(1) Biaya penjemputan/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (2) hurul [ meliputi biaya bagi
penjemput/pengantar, biava pemetian dan biaya angkutan
jenazah.
(2) Biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan
pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan secara at cost
atau biaya riil.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Pasal 17

(1) Usulan pelaksanaan perjalanan dinas tertib dahulu mendapat
persetujuan/perintah/izin dari pejabat yang berwenang dengan
mencantumkan tanggal keberangkatan dan tanggal kembali,

(2] Sekretaris Daerah melaksanakan perjalanan dinas, terlebih
dahulu mendapat persetujuan/perintah/izin dari Guberaur/
Wakil Gubernur atau yang mewakili Gubernur/ Wakil
Gubernur,

(3) Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah
dan Kepala Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara apabila melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu
mendapat persetujuan; perintah /izin dari Sekretaris Daerah.
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